
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo Kav.2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633

KEPANJEN 65163

I(EPUTUSA.IS

XEPAL/I DII|AS PEITAJTA,UAN UODAL DAJT PEL/\YANAJI TERPA.I'U

SATU PIITTU I(ABUPATEI{ UAI,AI{G

NouoR : 188.4/ 1.,1 lKDPl36,O7.r22l2o2O
TEITTAJTG

TIU PEIIGEITTLI\ PEI{GN)UAI5 IWHTSTIE BInWilq'
DI LIIVGKT'IGAIT DIIIAS PEITAI|AUAI{ UODAL DAN PEI,AYANAIT TERPADU

SATU PII|TU I(ABI'PATEN MAL/ING

XEPALA DIITAS PEI{AI|AUAIT UODAL DAI| PELAYANAIT TERPAI'U

SATU PII{TU KABT'PATEIT UALIING,

Menimbang a. bahwa untuk mendorong peran serta Pej abat/ Pegawai di

Lingkungcrn Dinas Penanaman Moalal alan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dan masyarakat

dalarm upaya peneeg€rhtrn dan pember,rnasan tindak

pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan

wewenang oleh Pej abat/ Pegawai di Linglningafr Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanal Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang, perlu dibangun sistem informasi

untuk penyaluran pengaduan yang handal;

b. berhwa bertlasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim

Pengelola dan Tindark Lanjut Pengaduan (Whistle Blowingl

di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintti Kabupaten Malang dengan

Keputusan Kepala Dinas;

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mengingat
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Menetapkan

KESATU

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Penibahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOB tentang

Keterbukaan Informasi Riblik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Per/OS/M.PAN I 4 I 2OA9 tentang Pedoman

Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lagi Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2O18 tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;dan

8. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2O16 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN:

Tim Pengelola Pengaduan (Whi,stle Blowingl di Lingkungan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Malang seperti dalam Lampiran

Keputusan ini;

Tim Pengelola Pengaduan (Whistle Blouing) sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU dengan Stntktur adalah

sebagai berikut:

KEDUA
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KgIIGA

l. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang yang tugas dan fungsinya adalah untuk

melakukan Pengawasaa Internal di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang;

2. Admini.strator

Administta:tor adalah Petugas yang mengelola dan

memelihara Hardutare dan sofhtare Whistle Blowing

System (IilB$;

3. Tim Penelaah

Tim yang terdiri elari Pegawai di Lingkungan Dinas

Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malaimg yang bertugas menerirRa dan

menelaah seluruh pengaduan yang masuk;

4. Tim Audit

Tim yang terdiri dari Pegawai di Lingkungan Dinas

Penanaman ModaLl dan Pelayanam Terpaelu Satu Pinhi

Kabupaten Malang yang bertugas melakukan tindak

tanjut audit atas pengaduan masuk yang dinyatakan

layak untuk di audit.

T\rgas Tim Pengelola Pengaduan lWhistle Blowing)

sebagaimana dimaLksud tlalerm diktum KESATU adalah

sebagai berikut:

1. PcnanggungJawab

a. memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan

Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan

pengelolaan dan penanganan pengaduan;

b. memuhiskan pengaduan yemg akan dilanjutkan

dengan proses audit setelah mempertimbangkan

hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;

c. menerbitkan surat tugas pada Tim Penelaah dan

Tim Audit berkaitan pelaks;anaan pengelolaan d€rn

penanganan pengaduan;

d. rnenerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dern

penangaran pengaduan;
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e. melakukan administrasi dokumen pengaduan dan

dokumen penanganan pengaduan ;dan

f. memonitor dan mengevaluasi perkembangan

pelaksanaan pengelolaan dan penanganan

pengaduan.

2. Administrator

a. Admin I
mengelola administrasi usemame dan passuord

di Whi.stle Blouing Sgstem yaitu menambah user,

me-non-aktilkan user dan melakukan reset

passuord untuk use4

b. Admin2

1) memeriksa/memonitor seruer yalrg berjalan di

seruer secara berkala;

2) pemeliharaan seruer dapat meliputi sejumlah

hal, misalnya pemeriks€ren lwddi.sk" penyediaan

back up berkala dan melakukan pemeriksaan

logfiles;dan

3) melakukan back up berkala (minimal tiga bulan

sekali) data-data yang ada di seruer ke dalam

media back up DVDROM dan menYimPan

DW ROM di tempat yang aman dan terjaga

kerahasiaannya.

3. Tim Penelaah

a. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke

sistem WBS;

b. melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui

situs WBS;

c. mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal

pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan

keputusan telaah dan audit;

d. melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke

penanggung jawab dengan rekomendasi diteruskan

dengan audit atau dihentikan; dan

e. membuat laporan berkala penanganan pengaduan

masuk.
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4. Tim Audit

a. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke

sistem WIIS;

b. memproses pengaduan yang diserahkan oleh Tim

Telaah melalui penanggung jawab;dan

c. membuat laporan berkala penanganan pengaduan

masuk.

KEEMPAT Keputusan

ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan ke
Yth. l. Bpk. Bupati Malang;

Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak

Ditetapkan di : Kepanjen

Padatanggal :2 M 2O2O

KEPALA DINAS PENAITA.MAIT MODAL DAN

TERPADU SATU PINTU

G

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Bagran Organisasi

Sekretariat Daerah KabuPaten
Malang.

lfAS PE]IA,IIATA'T

x00^l. 0 Pf t-rYlxlx
PII{TU
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
NoMoR : 188.4/ l1 lKEPl3s.o7.r22l2o2o
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN IWHISTLE
BLOWINq PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG

TIM PEI{GELOLII PEI{GADUATY IWHTSTIE BInWrIg
DII{AS PEITANA}IAIT MODAL DAN PELAYAITAI| TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAI,AIIG

KEPALA DINAS PENAI{AMAN MODAL DAN

AN TERPAI)U SATU PINTU

TEN MALANG,

NO JABATAI{ DALA}T TIM JABATAIT DALAM KEDIITASAIT

I

2

J

4

Penanggung Jawab

Administrator

Admin-l
Admin-2

Tim Penelaah

Tim Audit

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Sekretaris

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Keuangan dan Asset

1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian dan Sosial;

2. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
Penanaman Modal;

3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman;

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan dan KemasYarakatan.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan;

2. Kepala Seksi verifikasi Pembangunan dan
Kemasyarakatan;

3. Kepala Seksi verifikasi Perekonomian dan

)IAS PEt{ll{AXAX

[00Ar 0lI PtLlYllrlrr
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